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PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II CIREBON

NOMOR : 11 TAHUN 1996
TENTANG

PEMBENTUKAN DINAS PERTAMANAN DAN-
PEMAKAMAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT
II CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON

Menimbang : a., bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah
yang nyata dan bertanggung jawab, Pemerintah-
Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon telah me
nerima penyershan Sebagian Urusan Pemerintah-
an di bidang Pekerjaan Umum kepada Daersh se
suai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Ta
hun 1987 ;

be. bahwa sebagai akibat semakin meningkatnya tun
tutan kebutuhan dan perkembangan keadaan deng
an memperhatikan Keputusan Menteri Dalam Nege
ri Nomor 80 Tahun 1994 perihal Pedoman Organi
sasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pekerjaan -
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PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II CIREBON

NOMOR : 11 TAHUN 1996
TENTANG

PEMBENTUKAN DINAS PERTAMANAN DAN
PEMAKAMAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT
II CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON

Menimbang : ae bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah
yang nyata dan bertanggung jawab, Pemerintah
Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon telah me
nerima penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah-
an di bideng Pekerjaan Umum kepada Daerah se
suai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1; Ta
hun 1987 ;

be bahwa sebagai akibat semaicin meningkatnya tun
tutan kebutuhan dan perkembangan keadaan deng
an memperhapikan Keputusan Menteri Dalam Nege
ri Nomor 80 Tahun 1994 perihal Pedoman Organi
sasi dan Tata Kerpa Dinas Lingkup Pekerjaan -
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maka perlu membentuk Dinas Pertamanan dan Pema
kaman Kotamadya Paerah Tingkat II Cirebon deng
an Peraturan Daerah.

Undang=-Undang Nomor 16 Tshun 1950 tentang Pem
bentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan -
Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Ig
timewa Yogyakarta ( Lembaran Negara RI Talun =
1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara RI No
mor 551 ) ;

Undang~-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok
-pokok Pemerinkshan di Daerah ( Lembaran Nega
ra RI Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran =
Negara RI Nomor 3037 ) ;

Undang-Undang Nomor 8 Talhun 1974 tentang Pokok
~pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara RI Talun
197 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI No
mor 3041 ) ;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Ja =
lan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3046 ) ;

Undang=Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Keten
tuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hi
dup ( Lembhran Negara RI Tahun 1982 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3046 ) ;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Peru-
mahan dan Pemukiman ( Lembaran Negara RI Tahun
1992 Nomor 23, Tambshan Lembaran Negara RI Ig
mor 3469 ) ;
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Pena
tasn Ruang ( Lembaran Negara RI Tahun 1992 lo-
mor 115, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor -
350 ) 3
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1962 tentang Tata
Pengaturan Alr { Lembarsn Negara RI Tahun 1962 Nomor
37, Tambshan Lembaran Negara RI Nemor 3225 ) ;

9« Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Iri
gm(ia&muegwamml%ﬂﬂomt%, Tambas
han Lembaran Negara RI Nomor 3226 ) ;

10, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Ja =
lan ( Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 37, Tamba =
han Lembaran Negara RI Nomor 3293 ) ;

11, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Pe -
nyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Peker
jaan Umum kepada Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun -
1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3353);

12, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Peng
endalian Pencemaran Air ( Lembaran Negara RI Tahun =
1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3409);

13, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 57/DRT/1991 =
tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Peker-
Jaan Umum kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemg
rintah Daersh Tingkat II ;

1, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 58/DRT/1991
tentang Penyelenggaraan Pembinaan Teknis dan Pengawasan
Teknis Bidang Pekerjaan Umum kepada Dinas Pekerjaan -
Umum

15, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1992 -
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Wilayah/Daerah Ksbupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II
dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ting -
kat II ;

16, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Pe -
nyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat Kepa~
da Daerah Tingkat II ( Lembaran Negara RI Tahun 1992
Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3487 ) ;
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17. Keputusan Nenterl Dolam Negerd Nomoe 39 Tolwn 19R '

texteng Pedonsn Organisasi Dinas Dasreh ;

38, Kepubusen Henteri Delam Negeri Nomor 84 Tabum 1993

téntang Bentuk Peraturen Detrsh dan Persturen 3

19, Keputusen Menterd Dalam Negeri lomor 97 Tahum 1993
tentang Fola Organisesi Pesexintah Beareh dan Wilg
yehe

madya Daersh Tingkst II Cirebons

MEMUTUSKAHN
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Pasal 1
dan Pemakaman Kotamadya Daerah Tingket II Clrebon.
Pasal 2

Organisasi den Tata Kerja Dinas Pertamanan den Pemakam
nen Kotsmedya Dasrsh Tingkat 1II Cirebon ditetspken =

Pasal 3

Persturan Daerah ini mulsi berlam pada tanggal divn -
dangkane
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pengundangan Peraturan Daersh ini dengsn penempsianys dalam
Lembaren Dasreh Eotamadya Deersh Tingkst II Cirebone

Ditetapkan di
Pada tanggal

DEWAN PERMAKILAN RAKYAT DAERAH  WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TK.II GIREBON TINGKAT II CIREBON
EETUA,

CIREBOEN
6 JUNI 1996

td,

H. SUN A RYO, Hi,

Disshkan oleh Gubermmr Kepala Daeyeh Tingkat I Jawa Baret
. Sceet Eacmd s

Nomor s 188,342/5K o2 Sh2-Thik/96

Tanggal : 4 Oktober 1996

Diundangikan Dalam Lesbarsn Daersh Kotamadya Dasrsh Tingkst
II Clyebon 3
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